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'GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G42% /B.VI/HK/2009

'TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
melaksanakan ketentuan Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan
Rancangan  Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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24.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4330)sebagaimzna telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam
Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



Menetapkan

KESATU

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1.

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah
Rp. 498.271.195.327,74 atau equivalen dengan 104,70 % dari yang
dianggarkan sejumlah Rp. 475.892.804.091,67 dengan rincian sebagai
berikut :

a). Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008
sejumlah Rp. 14.476.073.605,74 atau equivalen dengan 148,30 %
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 9.761.547.491,67.

b). Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
sejumlah Rp. 474.857.827.679,00. atau equivalen dengan 102,27%
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 464.331.256.600,00.

c). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah
Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 8.937.294.043,00 atau

equivalen dengan 496,52 % dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 1.800.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasai total Pendapatan Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2008 telah melebihi target
pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar tetap
mempertahankan Pencapaian target pendapatan.

Terdapat realisasi pendapatan yang relatif rendah bahkan tidak
terealisasi, antara lain pada SKPD :

a). UPTD Puskesmas Kabupaten Way Kanan.
Kode rekening 1.02.1.02.01.200.0.00.00.4.1.02 Hasil Retribusi

Daerah terealisasi sejumlah Rp. 49.846.000,00 (59,60%) dari yang
dianggarkan sejumlah Rp. 83.634.000,00.



b). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Kode rekening 1.20.08.100.0.00.00.4.1.02 Hasil Retribusi Daerah
terealisasi sejumlah Rp. 134.153.288,00 (66,95%) dari yang
dianggarkan sejumlah Rp. 200.389.000,00.

c). Dinas Perkebunan Dan Kehutanan.

Kode rekening 2.02.01.100.0.00.00.4.1.02 Hasil Retribusi Daerah
terealisasi sejumlah Rp. 298.691.751,00 (49,78%) dari yang
dianggarkan sejumlah Rp. 600.000.000,00.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dimasa mendatang diharapkan
agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya SKPD pengelola
sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan hendaknya
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal
17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

II. BELANJA DAERAH :

1.

Realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
Anggaran 2008 sejumlah Rp. 535.422.908.277,00 atau equivalen
dengan 86,79% dari yang dianggarkan sejumlah
Rp. 616.892.793.811,66 dengan rincian sebagai berikut :

a). Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 325.456.207,380,00 atau
equivalen dengan 86,18% dari Total Belanja Daerah sejumlah
Rp. 616.892.793.811,66.

b). Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 209.848.329.897,00 atau
equivalen dengan 89,96% dari Total Belanja Daerah sejumlah
Rp. 616.892.793.811,66.

¢). Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 118.371.000,00 atau
equivalen dengan 11,84% dari Total Belanja Daerah sejumlah
Rp. 616.892.793.811,66.

d). Realisasi Belanja Transfer sejumlah Rp. 0,00 atau equivalen
dengan 0,00% dari Total Belanja Daerah sejumlah
Rp. 616.892.793.811,66.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas,
dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah
dan rasio proporsionalitas belanja belum mencerminkan esensi
kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi
total Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara
kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok
Belanja Tidak Terduga dan kelompok Belanja Transfer dapat lebih
dirasionalkan,
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Iv.

2. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan
sejumlah Rp. 233.266.849.230,00 dan terealisasi sejumlah
Rp. 209.848.329.897,00 (111,16%); sedangkan Rasio Belanja
Modal terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah sejumlah
Rp.475.892.804.091,67(49,02%).

Memperhatikan rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2008 hanya 49,02, maka untuk masa
mendatang rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total
Pendapatan Daerah supaya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
penguatan aset daerah yang secara fungsional akan menjadi
infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
Pendapatan Daerah regional bruto.

3. Berkenaan dengan masih adanya belanja yang realisasinya relatif
rendah dan bahkan tidak terealisasi, maka pada masa yang akan
datang, terhadap seluruh program/kegiatan dilakukan monitoring dan
pengendalian sehingga bila diperlukan dapat dialihkan pada
program/kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Selain itu bilamana
program/kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran mendatang
agar dilakukan pengendalian supaya dapat diselesaikan tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN
ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN :

Setiap lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah seperti : Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas
Laporan Keuangan agar ditandangani Bupati

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY  KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2008 :

1. Pada Pasal 3 ayat (3) terdapat penulisan angka yang harus diperbaiki,
adalah sebagai berikut :

Selisih  anggaran dengan realisasi  surplus/defisit sejumlah
Rp.103.915.728.670,73; seharusnya sejumlah (Rp.103.915.728.670,73)

2. Pasal 9 : Kata “"Kepala Daerah” agar diubah menjadi ”"Bupati”.

3. Pasal 10 :
“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
kata “diundangkan’ agar diubah menjadi *ditetapkan”.

4. Konsideran Mengingat terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang harus diperbaiki yaitu :



- Nomor urut 22 : Tertulis ” Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah” seharusnya “Hibah Kepada Daerah”.

- Nomor urut 26 : Tertulis ” Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota™;
seharusnya setelah kalimat “Pemerintahan Daerah” ditambahkan kata
“Provinsi “ .

5.Nama pejabat yang mengundangkan peraturan daerah tidak diberi
garis bawah, gelar, pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak
perlu dicantumkan.

. RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2008:

1. Pada konsideran “Menimbang” terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang harus diperbaiki, adalah sebagai berikut :

a. Nomor urut 22 dan 26 agar disesuaikan dengan hasil koreksi
Rancangan Peraturan Daerah.

b. Penulisan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan agar
dilengkapi dengan Lembaran Daerah.

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008, agar dimasukkan dalam konsideran
menimbang.

2. Pada pasal 6 : kata “Lembaran Daerah” diubah menjadi “Berita
Daerah Kabupaten Way Kanan”.

3. Pada penetapan dan pengundangan, nama pejabat tidak diberi garis
bawah, gelar, pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak perlu
dicantumkan.

. LAIN-LAIN:

Sesuai dengan Lampiran E.XXVI Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD disertai surat
pernyataan  tanggung  jawab. Dengan  demikian  Laporan
Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan
Tahun Anggaran 2008 agar dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Bupati Way Kanan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap DIKTUM KESATU angka romawi III, IV, V,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2008
dan angka romawi VI Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan
Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan menjadi
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 13 Agugtus 2009

SJACHRQEDJN Z.P.

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;

3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;



